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Kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual pada anak,
membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan
seksual pada anak sebagai pidana tambahan. Permasalahan yang menjadi obyek
kajian tesis ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi kebiri kimiawi terhadap
pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Apakah terdapat aspek
keadilan dari penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
seksual terhadap anak.

Penelitian tesis ini dihasilkan dari penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan undang-undang, asas hukum serta doktrin-doktrin hukum. Data dalam
penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder dan tersier. Cara yang
digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam tesis ini yaitu dengan
melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data penelitian ini dilakukan
secara kualitatif yang kemudian dituangkan secara dedukatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi kebiri kimiawi di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan tata
cara pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2020 dengan cara memasangkan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi
dan pengumuman identitas pelaku. Pemberatan sanksi dengan pemasangan alat
tersebut dinilai paling baik dan memberikan efek jera pada pelaku dengan tujuan
agar pergerakan pelakunya bisa diketahui setelah selesai menjalankan pidananya.
Aspek keadilan dari keadilan korban sebagai bentuk hukuman pembalasan terhadap
pelaku tindakan kekerasaan seksual sedangkan aspek keadilan terhadap pelaku
yaitu dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan adanya hukuman yang
terlalu berat dan tidak rasional bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Saran dari penulis yaitu dengan pemerintah meninjau kembali pemberian hukuman
tambahan berupa kebiri kimia karena kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan
tujuan pemidanaan dan tidak memenuhinya aspek keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum bagi pelaku.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CHEMICAL CERTAINTY SANCTIONS AGAINST
PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN
(Study From The Aspect Of Justice)
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The state's concern about the increasing condition of sexual violence against
children has led the state to issue a policy of chemical castration for perpetrators
of sexual violence against children as an additional crime. The problem that is the
object of this thesis study is how to apply chemical castration sanctions to
perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. Is there a justice
aspect in applying castration sanctions to perpetrators of criminal acts of sexual
violence against children.

This thesis research was produced from normative research using a statutory
approach, legal principles and legal doctrines. The data in this research uses
primary, secondary and tertiary legal data. The method used to obtain legal
material in this thesis is by conducting literature studies and field studies. This
research data analysis was carried out qualitatively which was then presented
deductively.

The results of this research are that the implementation of chemical castration
sanctions in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child
Protection and the procedures for implementation are regulated in Government
Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 by installing electronic
detection, rehabilitation and announcement of the identity of the perpetrator.
Increasing sanctions by installing this device is considered the best and provides a
deterrent effect on the perpetrator with the aim that the perpetrator's movements
can be known after completing the crime. The justice aspect of justice for victims is
a form of retaliatory punishment against perpetrators of sexual violence, while the
aspect of justice for perpetrators is that it is considered to violate human rights
(HAM) with punishments that are too severe and irrational for perpetrators of
sexual violence against children.

The author's suggestion is that the government review the provision of additional
punishment in the form of chemical castration because this policy is not in
accordance with the objectives of punishment and does not fulfill the aspects of
justice, benefit and legal certainty for the perpetrator.
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